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Abstract 
The purpose of this study was to determine and analyze the Teacher Competency Policy 
Implementation in Education Secondary Education and Culture Department of the Provincial 
Central Sukawesi. The main theory as a reference in this research is the theory of policy 
implementation that includes Edward III; (1) communication, (2) resources, (3) the disposition, (4) 
a bureaucratic structure. The research method using descriptive qualitative approach. The 
research location is housed in the Department of Education and Culture with the informant as 
much as seven people were selected purposively. The data collection was done by interviewing, 
observation, and documentation. Analysis using Interactive model of Miles and Huberman. Based 
on the results of the study, Policy Implementation Competence Master in Education Secondary 
Education and Culture Office Provincial Sukawesi Central when viewed from the aspect (1) 
communication, (2) resources, (3) disposition, and (4) the bureaucratic structure, indicating that it 
is not effective because there are still aspects that have not been adequate, namely communication, 
disposition. While resources and bureaucratic structures that are still not running properly and 
optimally, it can be seen in terms of communication, the implementor is already carrying out 
communications through the transmission process and clarity, but with regard to the 
communication process through consistency, experienced the bottleneck is the network 
communication less effective, so the impact on the number of participants competence development 
of teachers do not meet predetermined quotas. Resources in Central Sulawesi Province Dikmen 
sufficient. Disposition is always associated with the character, nature and characteristics of the 
implementor quite supportive, head Dikmen know what should be done and have a high motivation, 
but in carrying out can not be carried out continuously. The bureaucratic structure of policy 
implementation can already be implemented in coordination with various related parties, such as 
SMK SMK in City and District level. As for suggestions when viewed spec of communication needs 
to be improved by building communication networks that quickly and accurately. Aspects of the 
expected disposition implementor conduct continuous and scheduled atu according to SOP. 
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Guru/calon guru selalu dihadapkan 
pada tantangan untuk selalu adaptif terhadap 
perkembangan zaman, artinya dapat 
menyesuaikan dengan tuntutan 
perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi. Pengetahuan terus-menerus 
berkembang dengan pesat sehingga guru 
harus selalu siap untuk belajar sepanjang 
hayat. Teknologi juga berkembang dengan 
pesat sehingga perlu dipelajari juga oleh guru 
yang ingin memanfaatkannya untuk 
mempermudah tugasnya sebagai guru 
(Susilo, dkk, 2008:36). Danim (2002:22-24) 
dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu : (1) 
dilihat dari tingkat pendidikan minimal dari 
latar belakang pendidikan untuk jenjang 
sekolah tempat menjadi guru; (2) penguasaan 
guru terhadap materi bahan ajar, mengelola 
proses pembelajaran, mengelola siswa, 
melakukan tugas -tugas bimbingan, dan lain -
lain.Oleh karena itu, guru sebagai penjamin 
mutu dalam proses pendidikan merupakan 
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tenaga pendidik profesional yang dituntut 
mempunyai kualifikasi yang relevan dan 
kompetensi yang teruji yang dinyatakan 
dengan sertifikat profesi untuk dapat 
mewujudkan kinerja yang bermutu. 
Untuk meningkatkan mutu dan kualitas 
pendidikan di Indonesia, pemerintah 
menetapkan 8 Standar Nasional Pendidikan 
melalui PP No. 19 Tahun 2005. Dalam PP 
No. 19 Tahun 2005 bab VI terkait standar 
pendidik dan tenaga kependidikan, pada 
Pasal 28 di katakan bahwa: (1) Pendidik 
harus memiliki kualifikasi akademik dan 
kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat 
jasman  dan rohani, serta memiliki 
kemampuan untuk mewujudkan tujuan 
pendidikan nasional; (2) Kualifikasi 
akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) adalah tingkat pendidikan minimal yang 
harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang 
dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat 
keahlian yang relevan sesuai ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku; (3) 
Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada 
jenjang pendidikan dasar dan menengah serta 
pendidikan anak usia dini meliputi : (a) 
Kompetensi pedagogik; (b) Kompetensi 
kepribadian; (c) Kompetensi profesional; (d) 
Kompetensi sosial; (4) seseorang yang tidak 
memiliki ijazah dan/atau sertifikat keahlian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi 
memiliki keahlian khusus yang diakui dan 
diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik 
setelah melewati uji kelayakan dan 
kesetaraan ; (5) Kuaifikasi akademik dan 
kompetensi sebagai agen pembelajaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai 
dengan (4) dikembangkan oleh BSNP dan 
ditetapkan dengan peraturan 
pemerintah.Pasal 10 disebutkan “(1) 
Kompetensi guru sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 meliputi kompetensi 
pedagogik, kompetensi kepribadian, 
kompetensi 4 sosial, dan kompetensi 
profesional yang diperoleh melalui 
pendidikan profesi ; (2) Ketentuan lebih 
lanjut mengenai kompetensi guru 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
dengan Peraturan Pemerintah”.Permendiknas 
No. 16 Tahun 2007 menetapkan standar 
kompetensi guru yang dikembangkan secara 
utuh dari empat kompetensi utama, yaitu 
kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, 
dan profesional, yang terintregasi dalam 
kinerja guru. Penjelasan keempat kompetensi 
ini secara ringkas dijelaskan sebagai berikut : 
(1) kompetensi pedagogik guru berhubungan 
dengan kemampuan guru dalam mengelola 
pembelajaran dengan pusat perhatian pada 
peserta didik, mulai dari penguasaan 
karakteristik, prinsip pembelajaran, sampai 
dengan pengembangan penilaian, dan 
melakukan tindakan reflektif untuk 
meningkatkan kualitas pembelajaran; (2) 
kompetensi kepribadian terkait dengan nilai 
dan pola perilaku guru, baik bagi diri sendiri, 
peserta didik, dan masyarakat. Dalam 
kompetensi kepribadian ini seorang guru 
dituntut memiliki kesadaran, pemahaman, 
dan perilaku yang mendukung nilai dan 
norma agama, hukum, sosial, jujur, berakhlak 
mulia, berwibawa, memiliki etos kerja tinggi, 
kebanggaan terhadap profesi, sampai dengan 
menjunjung tinggi kode etik profesi guru; (3) 
kompetensi sosial berhubungan dengan 
kemampuan dan ketrampilan perilaku guru 
dalam kaitan dengan lingkungan sosialnya, 
seperti bersikap inklusif, objektif, tidak 
diskriminatif, empatik, dan lain sebagainya; 
(4) kompetensi profesional terkait dengan 
pengetahuan dan kemampuan dalam 
menjalankan profesi sebagai guru secara 
profesional, mulai dari penguasaan materi, 
struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan; 
penguasaan standar kompetensi dan 
kompetensi dasar mata pelajaran yang 
diampu; sampai dengan pemanfaatan 
teknologi informasi dan komunikasi guna 
pengembangan diri.  
Semua kebijakan yang telah dan terus 
dilakukan sasaranya hanya satu yakni 
meningkatkan kompetensi guru. Undang-
undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru 
dan Dosen, pada bab I pasal 10 dinyatakan, 
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“kompetensi adalah seperangkat 
pengetahuan, keterampilan, dan perilaku 
yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai 
oleh guru dalam melaksanakan tugas 
keprofesionalan.” Berdasarkan pemahaman 
tersebut, maka dalam melaksanakan tugas 
dan tanggung jawab sebagai guru perlu 
memiliki seperangkat pengetahuan, 
keterampilan, dan perilaku yang disebut 
kompetensi. 
Berdasarkan hasil Uji Kompetensi 
Guru (UKG) 2015, pemerintah akan 
memberikan pelatihan kepada para guru 
sesuai dengan hasil yang dicapai. Setiap guru 
akan mendapat pelatihan yang berbeda. Ada 
pun pelatihan yang akan dilakukan 
pemerintah meliputi; pelatihan kelas jauh, 
face to face, diskusi kelompok, dan 
bimbingan individu. Setiap guru akan 
diberikan pelatihan yang berbeda agar kita 
bisa tahu kekurangan yang harus diperbaiki, 
sehingga guru dapat menunjukkan kepada 
publik bahwa guru merupakan sosok yang 
berkompeten. 
Kompetensi yang harus dimiliki guru 
sangat kompleks. Dikdasmen dalam Suparlan 
(2006:82) mengemukakan 10 kompetensi 
yang mengarah pada profesionalisme guru, 
yakni; “(1)  memiliki kepribadian sebagai 
guru; (2) menguasai landasan pendidikan; (3) 
menguasai bahan pelajaran; (4) menyusun 
program pembelajaran; (5) melaksanakan 
proses pembelajaran; (6) melaksanakan 
penilaian pendidikan; (7) melaksanakan 
bimbingan; (8) melaksanakan administrasi 
sekolah; (9) menjalin kerjasama dan interaksi 
dengan guru sejawat dan masyarakat; dan 
(10) melaksanakan penilaian sederhana.” 
Akan tetapi, jika merujuk secara yuridis pada 
UU Guru dan Dosen, bab IV pasal 10 maka 
dapat dinyatakan bahwa “kompetensi guru 
mencakup  aspek yakni; kompetensi 
pedagogik, kompetensi kepribadian, 
kompetensi sosial, dan kompetensi 
profesional.” 
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
daerah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki 
tanggung jawab yuridis dan administratif 
untuk mengembangkan kompetensi guru di 
Sulawesi Tengah. Karena itu, berbagai 
kebijakan pengembangan kompetensi guru 
telah dan akan terus dilakukan, seperti; 
memberikan kesempatan kepada guru untuk 
melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih 
tinggi (kompetensi profesional) bahkan 
disediakan beasiswa untuk melanjutkan studi 
ke jenjang S2 tetap jumlah terbatas sehingga 
tidak semua guru dapat memanfaatkan 
kebijakan tersebut. Selain itu, mengadakan 
diklat dan workshop atau pelatihan 
(kompetensi pedagogik dan profesional), 
membina organisasi guru baik PGRI maupun 
MGMP (kompetensi sosial), dan kebijakan 
disiplin guru baik cara berpakaian maupun 
disiplin masuk kelas atau datang ke sekolah 
(kompetensi kepribadian).  
UKG tahun 2015 untuk Sulawesi 
Tengah dilaksanakan dengan online dan 
dilaksanakan dalam 2 tahap.Tahap Pertama, 
berlangsung mulai tanggal 10 sampai 20 
November 2015 dengan peserta 42.941 guru, 
namun yang ikut sekitar 38.992 guru atau 
sekitar 90.80 %. Tahap Kedua, dilaksanakan 
pada tanggal 14 s.d 17 Desember 2015 
dengan peserta 9.410 guru, dan yang ikut 
sebanyak 4.747 atau sekitar 50.45 %. UKG 
tahap kedua (susulan) dilaksanakan adalah 
untuk memfasilitasi guru yang terdaftar di 
UKG tahap pertama namun berhalangan 
hadir, karena sakit, salah mapel, dan sedang 
mengikuti PLPG (diakses 
http://lpmpsulteng.net/2016/02/02/pelaksanaa
n-ukg-tahun-2015-di-provinsi-sulawesi-
tengah/, pada tanggal 9 September 2016). 
Angka yang ditulis Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan dalam 
pelaksanaan UKG untuk Neraca Pendidikan 
Daerah (NPD) tahun 2015, dapat 
memberikan gambaran mutakhir tentang 
kondisi pendidikan pada satu 
daerah.Berdasarkan hasil UKG yang telah 
dilaksanakan pada tahun 2015, Provinsi 
Sulawesi Tengah menduduki peringkat ke 29 
dari 34 provinsi se Indonesia hasil Uji 
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Kompetensi Guru (UKG) tahun 2015.Sulteng 
berada di peringkat 29 se Indonesia dengan 
50,13 poin, satu tingkat di bawah Sulawesi 
Barat 50,15 poin dan di atas Papua Barat 
49,13 poin (diakses 
http://lpmpsulteng.net/2016/02/02/pelaksanaa
n-ukg-tahun-2015-di-provinsi-sulawesi-
tengah/, pada tanggal 9 September 2016). 
Jika dilihat dari sisi kompetensi serta 
berdasarkan peringkat UKG yang telah 
diilaksanakan, masih banyak guru yang 
kurang kompeten dalam bidangnya sendiri. 
Sebagai pemisalan meskipun seorang guru 
secara administrasi telah lulus kualifikasi 
dengan memiliki ijazah dalam jurusan yang 
ia tempuh selama mengemban pendidikan di 
Perguruan tinggi, akan tetapi secara 
kompetensi ia masih jauh dari standar 
kompetensi sebagai seorang guru. Hal yang 
lebih menggelikan lagi, bahwa dengan ijazah 
dibidang keguruan yang ada ditangannya 
tidak mampu melakukan apa-apa ketika ia 
tidak bisa mengajar apalagi tidak memahami 
tentang administrasi apa saja yang harus 
dilengkapi dan dikuasai ketika menjadi guru. 
Bahkan juga tidak jarang seseorang berani 
memutuskan untuk menjadi guru tanpa 
memiliki ilmunya. 
Besarnya jumlah guru mulai dari guru 
TK, SD, SMP, sampai dengan SMA/SMK 
yang mencapai 42.000 di Sulawesi Tengah” 
(Sumber: Kantor Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaah Daerah Sulawesi Tengah, 2015) 
ditambah lagi dengan kondisi geografis yang 
kebanyakan berada di wilayah pedesaan 
dengan medan yang cukup sulit (daerah 
terpencil), menyebabkan kebijakan mengenai 
kompetensi guru masih belum mendapat 
perhatian seutuhnya dengan baik, sehingga 
menyebabkan masih kurangnya guru yang 
memiliki kompetensi dalam bidangnya.  
Permasalahan lain terkait implementasi 
kebijakan pengembangan kompetensi guru 
bidang dikmen Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi 
Tengah adalah belum variatifnya aspek-aspek 
yang menjadi fokus pengembangan 
kompetensi guru. Sejauh ini lebih banyak 
difokuskan pada dimensi kompetensi 
pedagogik dan kompetensi profesional 
sedangkan kompetensi sosial dan kepribadian 
jarang tersentuh. Di sisi lain dimensi 
kompetensi profesional dan keperibadian 
juga belum memiliki variasi yang beragam.  
Berdasarkan uraian di atas, terlihat 
jelas bahwa implementasi kebijakan 
kompetensi guru bidang Dikmen Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi 
Sulawesi Tengah menghadapi berbagai 
permasalahan dan tantangan. Jika 
permasalahan tersebut dikaji berdasarkan 
teori kebijakan Edward III (1980: 148) maka 
perlu dijabarkan dalam empat aspek, yakni 
komunikasi, sumber daya, sikap, dan struktur 
birokrasi.  
Karena itu, dikemukakan pendapat 
Edwards III dalam Winarno (2007: 174) yang 
menegaskan “implementasi kebijakan adalah 
salah satu tahap kebijakan publik, antara 
pembentukan kebijakan dan konsekuensi-
konsekuensi bagi masyarakat yang 
dipengaruhinya.” Kebijakan publik antara 
lain berkaitan dengan bidang pendidikan. 
Jadi, kebijakan yang diambil oleh Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 
Sulawesi Tengah untuk mengembangkan 
kompetensi guru termasuk kebijakan publik 
karena memiliki konsekwensi pada 
masayarakat setidaknya terkait dengan mutu 
pendidikan itu sendiri. 
Pemahaman lain tentang implementasi 
kebijakan dikemukakan Wahab (2001: 45) 
“pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang 
penting bahkan jauh lebih penting daripada 
pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan 
akan sekadar impian atau rencana bagus yang 
tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak 
diimplementasikan.” Sementara itu, Dunn 
(2003: 80) merumuskan konsep implementasi 
kebijakan dengan menyatakan “implementasi 
kebijakan adalah pelaksanaan dan 
pengendalian arah tindakan kebijakan  
sampai tercapainya hasil kebijakan.” Di sisi 
lain, Nugroho (2003: 158) berpendapat 
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“implementasi kebijakan pada prinsipnya 
adalah cara agar sebuah kebijakan dapat 
mencapai tujuannya”  
Berdasarkan pendapat para ahli 
tersebut dapat dinyatakan bahwa pencapaian 
tujuan organisasi sangat tergantung pada 
adanya kebijakan. Kebijakan tersebut 
terjabarkan dalam berbagai program. 
Kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi 
ditentukan oleh ada tidaknya implementasi 
kebijakan. Karena itu, sekalipun 
implementasi baru muncul setelah adanya 
kebijakan, tetapi tidak dapat diabaikan karena 
kebijakan yang sudah dinyatakan di atas 
kertas akan terlaksanakan secara praktis jika 
ada implementasi atas kebijakan itu.   
Ditinjau dari aspek komunikasi, 
ditemukan permasalahan yang menarik dikaji 
terkait pengembangan kompetensi guru 
bidang Dikmen, seperti; “dalam beberapa 
diklat atau workshop yang dilakukan Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi 
Sulawesi Tengah misalnya workshop 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) bagi guru 
SMA dan SMK, beberapa kabupaten tidak 
mengirim utusan atau mengirim peserta akan 
tetapi tidak mencukupi kuota dengan 
berbagai alasan antara lain yang paling 
mendasar adalah informasi tentang kegiatan 
tersebut tidak tersampaikan ke daerah atau 
Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota 
terlambat menerima informasi dimaksud.” 
(Dokumen Bidang Dikmen  Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi 
Sulawesi Tengah – 2016). Tentu ini 
merupakan permasalahan yang terkait dengan 
dimensi  komunikasi yang  belum berjalan 
efektif. Dimensi lain adalah sumber daya 
yang mencakup sumber daya manusia dan 
sumber daya berupa sarana. Untuk sumber 
daya manusia mencakup unsur pengelola 
kegiatan pengembangan kompetensi guru dan 
unsur narasumber yang terlimbat dalam 
pengembangan kompetensi guru melalui 
berbagai diklat, workshop, monitoring, 
maupun program-program pemutuan lain. 
Permasalahan yang muncul terkait dengan 
aspek sumber daya manusia, antara lain, 
belum semua narasumber memiliki latar 
belakang disiplin ilmu atau pengalaman 
praktis dengan materi diklat yang diampu. 
Misalnya, materi tentang media 
pembelajaran. Selama ini yang mengampu 
materi tersebut dari kalangan pengawas, 
widyaiswara, dan dosen yang bukan berasal 
dari disiplin ilmu atau program studi 
teknologi pembelajaran. Di sisi lain sumber 
daya pengelola kegiatan (panitia pelaksana) 
terkadang belum maksimal dalam memenej 
semua aspek yang memperlancar 
pelaksanaan pengembangan kompetensi guru 
(diklat dan workshop), misalnya harapan 
peserta diklat/workshop setelah penutupan 
kegiatan sekaligus pembagian piagam atau 
sertifikat. Hal ini belum dapat dipenuhi 
secara konsisten pada setiap kegiatan artinya 
pada tataran ini masih ditemukan adanya 
permasalahan. 
Sumber daya tidak hanya berkaitan 
dengan manusia melainkan juga sarana. 
Beberapa permasalahan yang ditemukan 
dalam studi awal ini antara lain “ketika 
dilakukan suatu diklat atau workshop 
mengenai kompetensi guru, misalnya 
workshop model-model pembelajaran, maka 
dalam penyajian materi dilakukan pembagian 
kelompok. Setiap kelompok diharuskan 
bekerja di laptop. Biasanya, sarana berupa 
colokan (sambungan ke jaringan listrik) 
terbatas sehingga mengurangi efektivitas 
pembelajaran. Intinya adalah masih ada 
keterbatasan sarana sehingga menjadi 
permasalahan dalam upaya meningkatkan 
kompetensi guru walaupun permasalahan 
tersebut berkaitan dengan sarana yang 
dimiliki oleh pihak hotel di mana kegiatan 
dilaksanakan. Akan tetapi tentu hal ini tetap 
merupakan bagian dari kebijakan yang 
ditempuh oleh Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi 
Tengah sehingga dinilai sebagai suatu 
permasalahan.  
Dimensi ketiga dari teori kebijakan 
Edward III adalah disposisi, yakni watak, 
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sifat, dan karakteristik yang dimiliki 
implementor kebijakan juga dinilai sangat 
berpengaruh terhadapa efektivitas 
pelaksanaan kebijakan. Tentu saja 
implementator kebijakan yang paling tinggi 
adalah kepala dinas. Akan tetapi, 
implementator kebijakan di sini tidak hanya 
dibatasi pada unsur kepala dinas melainkan 
semua unsur yang terlibat dalam pelaksanaan 
kegiatan, termasuk narasumber. Terkait 
dengan dimensi ini, maka ditemukan 
permasalahan, antara lain; pelaksanaan 
kegiatan mengenai kompetensi guru (diklat 
dan workshop) yang pembukaan dan 
penutupannya belum sesuai jadwal yang 
sudah ditentukan atau adanya pertukaran 
jadwal pemateri. Tentu ini terkait dengan 
sikap implementator meskipun harus diakui 
belum tentu sepenuhnya disebabkan karena 
karakter dasar melainkan sangat mungkin 
disebabkan pula karena banyak kegiatan 
yang bersangkutan sehingga sulit memanaj 
waktu. 
Dimensi keempat adalah struktur 
birokrasi yang menunjuk langsung secara 
internal pada Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi 
Tengah. Akan tetapi, struktur birokrasi di sini 
bisa juga bermakna struktur eksternal, 
seperti; Dinas Pendidikan Kabupaten dan 
Kota atau lembaga mitra koordinasi lainnya, 
misalnya Lembaga Penjaminan Mutu 
Pendidikan (LPMP) Sulawesi Tengah.  
Ditinjau dari aspek stuktur birokrasi, maka 
ditemukan permasalahan antara lain; belum 
terpadu dengan baik antara kebijakan 
kompetensi guru yang diprogramkan oleh 
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 
Provinsi Sulawesi Tengah dengan Dinas 
Pendidikan Kabupaten dan Kota. Misalnya, 
Bidang Dikmen Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi 
Tengah memprogramkan kegiatan Forum 
Ilmiah Guru SMA dan SMK,  program 
seleksi Guru Berprestasi SMA dan SMK, dan 
Seleksi penerima Anugrah Konstitusi Guru 
PKN. Semua ini merupakan bentuk 
pengembangan kompetensi guru yang 
diprogramkan pada Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi 
Tengah. Idealnya kegiatan ini juga 
diprogramkan pada Dinas Pendidikan 
Kabupaten dan Kota sehingga secara struktur 
birokrasi ada kesinambungan antara yang 
diprogram di tingkat provinsi dengan tingkat 
daerah.  
Berdasarkan uraian di atas, telah 
ditemukan berbagai permasalahan kebijakan 
kompetensi guru bidang Dikmen Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi 
Sulawesi Tengah terutama jika dikaji 
berdasarkan teori kebijakan Edward III. 
Tentu saja untuk mengetahui dan 
menganalisis lebih detail permasalahan 
tersebut, maka perlu dikaji dalam suatu 
penelitian ilmiah dengan judul, Implementasi 
Kebijakan Kompetensi Guru di Bidang 
Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, 
sehingga peneliti dapat merumuskan masalah 
Mengapa kebijakan kompetensi guru di 
bidang Pendidikan Menengah Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaah Daerah 
Sulawesi Tengah belum dapat 
diimplementasikan secara efektif?. Penelitian 
ini bertujuan untuk menganalisis 
implementasi kebijakan kompetensi guru di 
bidang Pendidikan Menengah Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaah Daerah 
Sulawesi Tengah dan bermanfaat secara 
Teoritis sebagai salah satu bahan bacaan 
yang dapat menambah khazanah kepustakaan 
berkaitan dengan implementasi kebijakan 
kompetensi guru di bidang Pendidikan 
Menengah Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Daerah Sulawesi Tengah dan 
sebagai bahan pengembangan kajian lanjut 
dan bahan studi komparatif para akademisi 
dan mahasiswa pascasarjana yang tertarik 
mengkaji masalah implementasi kebijakan 
kompetensi guru di bidang Pendidikan 
Menengah Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaah Daerah Sulawesi Tengah. 
Sedangkan manfaat Praktis adalah dapat 
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dijadikan sebagai sarana motivasi para guru 
SMA dan SMK untuk melakukan kompetensi 
secara internal baik melalui membaca 
maupun berdiskusi dengan sesama 
guru.Untuk Kepala sekolah SMA dan SMK 
selaku pengelola utama seluruh kegiatan 
administrasi dan pembelajaran sekaligus 
pengambil kebijakan di sekolah, hasil 
penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai 
salah satu masukan untuk meningkatkan 
kinerja kepala sekolah dalam 
mengembangkan kompetensi guru.Untuk 
Dinas Pendidikan, Pihak pemerintah 
khususnya pemerintah daerah yang dalam hal 
ini direpresentasikan oleh Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaah Daerah Sulawesi Tengah, 
dapat memanfaatkan hasil penelitian ini 
sebagai sarana evaluasi program kompetensi 
guru baik secara pedagogik, profesional, 
sosial, maupun kompetensi kepribadian. 
 
METODE 
1. Jenis penelitian kulitatif dengan 
pendekatan deskriptif.  
2. Lokasi Penelitian ini dilaksanakan pada 
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Daerah Propinsi Sulawesi Tengah. 
3. Sumber data dalam penelitian ini adalah 
sumber data primer dan sekunder. 
4. Fokus dan deskripsi fokus: 
a. Komunikasi, maksudnya para 
implementor melakukan komunikasi 
dengan melakukan sosialisasi pada 
masyarakat tentang pentingnya 
pengembangan kompetensi guru. 
b. Sumber daya, maksudnya kemampuan 
dan keterampilan para implementor 
terhadap pemberian pelayanan pada 
publik baik dari segi kejelasan waktu. 
Sumber daya, implementasi kebijakan 
perlu dukungan sumberdaya baik 
sumberdaya manusia (human 
resources) maupun sumberdaya non-
manusia (non-human resources). 
Dalam berbagai kasus program 
pemerintah, seperti program percepatan 
sertifikasi bagi guru di daerah sangat 
ditentukan oleh sumber daya 
implementor. 
c. Disposisi, implementor. Disposisi 
implementor ini mencakup tiga hal 
yang penting, yakni (a) respons 
implementor terhadap kebijakan 
komptensi guru, yang akan 
memengaruhi kemauannya untuk 
melaksanakan kebijakan; (b) kognisi, 
yakni pemahamannya terhadap 
kebijkan; dan (c) intensitas disposisi 
implementor, yakni preferensi nilai 
yang dimiliki oleh implementor. 
d. Struktur birokrasi, merupakan hal 
penting yang dapat menunjng 
keberhasilan mengimplementasikan 
kebijakan jika setiap organisasi 
memperhatikan prosedur operasi yang 
standar (SOP), dengan alas an SOP 
merupakan pedoman untuk bagi setiap 
implementor dalam bertindak.     
5. Instrumen Penelitian 
Penelitian yang akan dilakukan tersebut 
menggunakan instrument penelitian 
berupa: (1) Pedoman Wawancara, (3) 
Pedoman observasi, (3) Catatan 
Dokumentasi. Instrumen penelitian yang 
tidak kalah pentingnya dalam penelitian 
kualitatif merujuk pada kapasitas individu 
peneliti.  
6. Tekhnik dan Prosedur Pengumpulan Data 
Teknik dan prosedur pengumpulan data 
yang dilakukan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: (a) melakukan 
wawancara, (b) melakukan observasi, dan 
(c) melakukan dokumentasi. 
7. Teknik Analisa Data yang dilakukan pada 
penelitian ini berupa analisis kualitatif, 
dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
reduksi data, display data, dan kesimpulan 
atau verifikasi (Milles & Huberman, 
1992:20). 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bidang Pendidikan Menengah 
mempunyai tugas merumuskan dan 
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melaksanakan kebijakan, memberikan 
bimbingan teknis serta melakukan evaluasi 
terhadap penyelenggaraan Bidang 
Manajemen Pendidikan Menengah.Untuk 
menyelenggarakan tugas sebagaimana 
dimaksud  Bidang Pendidikan Menengah 
mempunyai fungsi : 
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di 
Bidang  Pendidikan Menengah; 
b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di 
Bidang  Pendidikan Menengah; 
c. penyiapan bahan pembinaan/bimbingan 
teknis di Bidang  Pendidikan Menengah; 
d. penyiapan bahan evaluasi 
penyelenggaraan tugas di Bidang 
Pendidikan Menengah; 
e. pelaksanaan pengawasan kurikulum dan 
penggunaan sarana/prasarana pendidikan 
sesuai ketentuan; dan 
f. melakukan koordinasi dan kerjasama 
dengan unit terkait. 
Untuk mengimplemntasikan tugas dan 
fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 
maka peneliti melakukan penelitian termasuk 
yang ada kaitannya dengan pengembangan 
kompetensi Guru. Kajian ini peneliti 
menggunakan teori Edward III sebagai teori 
inti yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi 
dan struktur birokrasi.   
Berdasarkan hasil penelitian yang 
dilakukan oleh peneliti, maka peneliti 
menemukan bahwa implementasi kebijakan 
kompetensi guru dilihat dari aspek 
komunikasi, para implementor sudah 
melaksanakan komunikasi melalui proses 
transmisi dan kejelasan, akan tetapi  yang 
berkaitan dengan proses komunikasi melalui 
konsistensi, mengalami hambatan yang  
terjadi adalah jaringan komunikasi yang 
kurang efektif, sehingga berdampak pada 
jumlah peserta pengembangan kompetensi 
guru tidak memenuhi kuota yang telah 
ditentukan. Sumber daya di Dikmen Propinsi 
Sulawesi Tengah cukup memadai. Disposisi 
selalu dikaitkan dengan watak, sifat dan 
karakteristik implementor cukup mendukung, 
kepala Dikmen mengetahui apa yang harus 
dilaksanakan dan memiliki motivasi yang 
tinggi, namun dalam melaksanakan belum 
dapat dilaksanakan secara kontinyu. Struktur 
birokrasi implementasi kebijakan sudah dapat 
dilaksanakan dengan melakukan koordinasi 
dengan berbagai pihak yang terkait, misalnya 
SMK-SMK yang ada di tingkat Kabupaten 
dan Kota.  
 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
1. Aspek komunikasi perlu ditingkatkan 
dengan membangun jaringan komunikasi 
yang  cepat dan tepat. 
2. Aspek disposisi diharapkan implementor 
melakukan kegiatan secara kontinyu dan 
terjadwal atu sesuai SOP. 
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